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ABSTRAK
NURMALA BACO, NIM : H.11.18.176. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
 (Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt).  Dibimbing oleh Bapak Aliyas, SH.MH dan Ibu Sri Rahayu Lestari Pade, SH.MH.
	Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:  60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt. (2) mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tanggaperkara Nomor:  60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt.
	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.metode penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan dan juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinial.dimana penelitian ini bersumberkan data-data kepustakaan.
	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Penerapan hukum pidana atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara umum menurut hasil penelitian penulis masih jauh dari sanksi pidana yang tertera dalam pasal yang dilanggar. (2) sebelum memutuskan dan menjatuhkan vonis sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor:  16/pid.Sus/2019/PN.Tmt, terlebih dahulu telah dilakukan pertimbangan secara yuridis dan secara sosiologis.
	Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan : (1) Dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum harusnya teliti (2) Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan dampak buruk yang dialami korban agar dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa sehingga nantinya terdakwa tidak akan berani mengulangi perbuatan tersebut.


Kata kunci :Pertimbangan Hakim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Keluarga merupakan satu kelompok atau kumpulan beberapa individu yang hidup bersama masyarakat terkecil dan mempunyai hubungan darah berupa ikatan perkawinan dan ikatan lainnya.[footnoteRef:1]Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang memiliki hubungan yang erat, sebuah keluaraga dikatakan harmonis apabila semua anggotanya bahagia dan tidak memiliki konflik dalam hubungan keluarga.[footnoteRef:2] [1:  Diakses melalui http://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html pada tanggal 15 Maret 2019]  [2:  Diakses melalui http://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/pengertian-keluarga-ciri-fungsi-macam-tugas-peranan-keluarga.html pada tanggal 18 Maret 2019] 

Dalam menjalankan kehidupan keluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku yang di hadapi oleh keluarga tersebut.Namun sebagian keluarga yang merasa frustasi dan kurang bijak dalam menjalani kehidupan keluarga dan kemudian berujung pada tindakan KDRT yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut.
Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari,Kekerasan adalah setiap perbuatan yang merugikan perempuan secara fisik, seksual atau psikis, termasuk ancaman kekerasan atau perampasan kemerdekaan yang timbul dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan juga merupakan permasalahan yan serius yang harus ditanggapi olehpemerintah dengan mengkhususkan Undang-undang yang mengatur pelaksanaan perlindungan hak seseorang yang menjadi korban kekerasan.[footnoteRef:3] [3:  Rena Adrian 2005, Kekerasan Terhadap Perempuan, Karya Nusantara, Bandung, hal.12] 

Berbicara mengenai perkawinan merupak hal yang tidak semudah membolak balikan telapak tanggan, tetapi bukan berarti tidak bisa di laksanakan. Memiliki tujuan yang sama harus di sadari bahwa tujuan harus di capai bersama-sama bukan hanya oleh istri atau suami saja[footnoteRef:4] [4:  Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998 Cet. 4, h.47] 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[footnoteRef:5] [5:  Pasal 1 Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan] 

Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan kewajiban suami istri Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain[footnoteRef:6] [6:  Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan] 

Setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga, seperti: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikologis, c. kekerasan seksual, d. atau pengabaian rumah tangga[footnoteRef:7] [7:  Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Jakarta:Sinar Grafika,2007),h.4] 

Dalam tindak pidana KDRT kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau terlantarnya rumah tangga. Ada berbagai macam sebab terjadinya terlantarnya rumah tannga yaitu faktor ekonomi, adanya wanita idaman lain dari pihak suami, adanya kemalasan yaitu tidak ada ketekunan dalam bekerja.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga yang bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak.banyak sekali yang tidak bahagia dengan keadaan yang semacam ini istri mananupun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupanya. 
Kekerasan dalam rumah tangga di pengaruhi beberapa banyak faktor antara lain faktor sosial, ekonomi dan budaya. Kekerasan dalam rumah tangga sering di anggap sebagai sesuatu hal yang lumrah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kondisi ini semakin bertambah buruk karena mayoritas dari kaum perempuan dan anak-anak.
Berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga salah satu sering di jumpai penganianyaan, baik penganiayan ringan sampai penganianyaan berat bahkan tidak jarang mengakibatkan kematian.
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke-23, 2004, diadopsi untuk menangani berbagai masalah kekerasan dalam rumah tangga.Undang-undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan mengadili pelaku kekerasan dalam rumah tangga..
Dalam pasal 12 Undang-undang penghapusna kekerasan dalam rumah tangga No.23 Tahun 2004 di jelaskan kewajiban pemerintah untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kedua menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, ketiga menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, keempat menyelenggarakan pendidikan pelatihan sensitif gender serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender.[footnoteRef:8] [8:  Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004] 

Untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan pentingnya hakim lebih memahami kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.Majelis Hakimhanya memutuskan untuk mendukung kekerasan dalam rumah tangga dalam proses pengambilan keputusannya, tetapi juga mempertimbangkan keterangan beberapa saksi..
Dibutuhkan juga tugas dan fungsi Hakim untuk melakukan penemuan hukum bedasarkan keputusan hati nurani terhadap perkara atau kasus yang diajukan untuk di periksa dan diadili.Pada hakekatnya semua perkara yang diselesaikan harus membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat di terapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat di hasilkan putusan yang idel mengandung kepastian, keadilan dan kemanfaatan.Hakim juga memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambahkan lama hukuman sesuai dengan peraturan yang ada dan keputusan hakim tidak dapat dirubah dan dipengaruhi dari pihak manapun.
Dalam Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009 Pasal 19 hakim dan hakim konstitusi adalah penjabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang[footnoteRef:9].  Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung. Sedangkan hakim konstitusi  adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-undang yang sama pasal 5 ayat (1), seorang hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[footnoteRef:10] [9:   Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman]  [10:  Undang-undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman] 

Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk menelah lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul :Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor : No.60/PID.Sus/2020/PN.Tmt)
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti maka permasalahan yang timbul pada garis besarnya dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana penerapan hukum dalam memutus perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga(Putusan Nomor : No.60/PID.Sus/2020/PN.Tmt)? 
Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Nomor : No.60/PID.Sus/2020/PN.Tmt)?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :
Untuk mengetahui penerapan hukum Pengadilan Negeri Tilamuta dalam memutus perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Nomor : No.60/PID.Sus/2020/PN.Tmt)
Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Nomor : No.60/PID.Sus/2020/PN.Tmt)
1.4 Manfaat Penelitian
a.  Secara Teoritis
Memperoleh pengembangkan wawasan dan untuk memperkaya khasana ilmu pengetahuan serta memiliki kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai peran hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga
Memperoleh penjelasan apa saja bentuk-bentuk tindakan KDRT dan dampak yang terjadi dalam suatu keluarga.
Memperoleh penjelasan tentang peran dan fungsi Hakim dan Hakim Konstitusi 
b. Secara Praktis 
Memperoleh gambaran tentang kekerasan dalam rumah tangga
Bagi pemerintah dapat memberikan masukan dan gambaran tentang bagaimana menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga serta mampu mendorong masyarakat agar lebih bijaksana dalam menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pertimbangan Hakim
Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang.Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 1 angka 5 berbunyi;
Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut
Pasal 1 angka 6 berbunyi;
Hakim Agung adalah Hakim pada Mahkamah Konstitusi
Pasal 1 angka 7 berbunyi;
Hakim Konstitusi adalah Hakim pada Mahkamah Konstitusi
Pasal 1 angka 9 berbunyi;
Hakim adalah hoc adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-undang
Pertimbangan hakimApa yang dilakukan oleh seorang hakim merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab seorang hakim yang berkewajiban untuk mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ini menjadi bahan kerja untuk penalaran hukum.Seorang hakim dapat melakukan penemuan-penemuan hukum atau perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan tugasnya. Hakim ini merupakan dasar hukum untuk mengadili suatu perkara yang harus didasarkan pada berbagai pendapat yang dapat diterima semua pihak dan tidak akan menyimpang. kaidah hukum yang ada atau yang disebut asas hukum..
2.1.1 Putusan Hakim
Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :[footnoteRef:11] [11:  Barda Nawawi Arif, masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 23.] 

Kesalahan pelaku tindak pidana
Motif dan tujuan dilakukanya suatu tindak pidana
Cara melakukan tindak pidana
Sikap batin pelaku tindak pidana
Riwayat hidup dan sosial ekonomi
Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 berbunyi;
Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2.2.1 Pengertian Keluarga
Sebelum membahas mengenai masalah KDRT terlebih dahulu harus diketahui unsur apa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah dan anak atau ibu dan anak.[footnoteRef:12] [12:   Undang-undang No.10 Tahun 1992] 

Dalam suatu keluarga tentunya memiliki beberapa struktur dan fungsi keluarga yang merupakan suatu proses terbentuknya suatu keluarga yaitu :
1. struktur egalisasi, masing masing keluarga mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat
2. struktur yang hangat menerima dan toleransi
3. struktur yang terbuka, dan anggota yang terbuka mendorong kejujuran dan kebenaran ( honesty and authenticity)
Fungsi keluarga menurut Friedman (1992) adalah :
1. fungsi afektif dan koping, keluarga meberikan kenyamanan emosional kepada anggota keluarga,
2. fungsi ekonomi, keluarga memberikan finansial untuk anggota keluarga dan kepentingan masyarakat
3. fungsi fisik, keluarga memberikan keamanan, kenyamanan lingkungan untuk pertumbuhan, perkembangan. 
2.2.2Pengertian Kekerasan
Kekerasan adalah perbuatan menggunakan kekuatan kecil atau kekuatan fisik secara melawan hukum dan perbuatan untuk melemahkan atau melemahkan seseorang (Pasal 89 KUHP).
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemerkosaan adalah perbuatan menyebabkan atau melukai orang lain.
Sanford mengatakan Kadish's Encyclopedia of Criminal Justice mendefinisikan kekerasan sebagai bentuk tindakan hukum, atau bentuk kritik yang mengarah pada penghapusan kekerasan.atau pelanggaran hak milik.
Menurut Khandayani, kekerasan dapat menyerang integritas fisik atau mental seseorang dan merugikan salah satu yang terlemah..
Menurut Nurhadi dan Syair memandang bahwa kekerasan adalah suatu perilaku pemaksaan yang mempunyai unsur persuasive maupun  fisik adanya suatu pelecehan.
2.2.3 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pasal 23, Pasal 1 Tahun 2004, mengacu pada segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik, seksual, psikis, atau fisik terhadap seorang perempuan, dan/atau kekerasan dalam rumah tangga. bertindak dalam rumah tangga, pemaksaan atau pemenjaraan.
Banyak perempuan menjadi korban KDRT dengan melihat UU KDRT, dan pemerintah telah mengakui bahwa KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat dan bentuk kemanusiaan.diskriminasi untuk diberantas.
Kekerasan adalah bentuk perilaku yang lebih bersifat fisik yang dapat menyebabkan cedera, kecacatan, penyakit, atau paksaan atau keengganan pihak yang dirugikan.Pelaku dan korban tinggal satu atap.
Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan, merupakan salah satu penyebab utama keresahan sosial, dan sebagai akibat dari berbagai studi sosial, diskriminasi perempuan tidak terbatas pada penderitaan perempuan atau anak, dan banyak penderitaan meluas ke depan. tahap kehidupan.
Perbedaan pandangan, persepsi, dan definisi KDRT berkembang di masyarakat, dan secara umum KDRT dianggap sebagai masalah rumah tangga dan keluarga, dan anggapan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurut Hercutanton, kekerasan terhadap perempuan dapat merugikan secara fisik atau psikologis untuk tujuan atau tindakan tertentu..
Menurut mansour Fakih, kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi keutuhan mental psikologis seseorang.[footnoteRef:13]Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga khususnya terhadapa istri didapati bahkan tidak sedikit jumlahnya.Hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang tidak layak di konsumsi oleh masyarakat. [13:   Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)  Cet.I,H.17] 

Menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:[footnoteRef:14] [14:  Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.76-77.] 

1. kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi emosional bertahap. Kekerasan jenis ini berawal dari kekerasan nonfisik sikap yang tidak bisa dikendalikan ucapan yang menyakiti dan di tunjukan kepada anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain. 
2. kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi emosional spontan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri di kalahkan oleh emosi/nafsu yang memuncak.
2.2.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dapat berupa fisik atau psikis hal ini di lakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atatu pasif (menelantarakan). Lebih jelas penulis akan mencantumkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9.
Pasal 5, 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :
Kekerasan fisik
Kekerasan psikis 
Kekerasan Seksual 
Penelantaran rumah tangga 
Pasal 6 
kekerasan fisik dalam pasal 5 huruf a yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Pasal 7
Kekerasan psikis dalam pasal 5 huruf b badalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya keprcayaan diri, hilangnya kemampuan  untukk bertindak , rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pasa seseorang.
Pasal 8
Kekerasan seksual dalam pasal 5 huruf c meliputi :
pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
Pasal 9
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dilarang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib meberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaa.
penelantaran dimaksud  pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut[footnoteRef:15] [15: Undang-undang RI No.23 tahun 2004, op.cit.,h 5-6] 

2.2.5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah
        Tangga.
 	   Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu [footnoteRef:16]:  [16:  Dwi Ika Putri, Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), hlm.33] 

Faktor Individu Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelak kejahatan. Adalah :
Sering mabuk karena minuman beralkohol
Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya
Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan
dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga
Faktor Keluarga
Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan
mengargai, serta tidak menghargai peran wanita. 
Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada
keluarga.
Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.
Faktor masyarakat
Kemiskinan
Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan
pendapatan antara penduduk.
Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang
tinggi
Faktor-faktor lain
Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap
paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan
sekitarnya.
Himpitan ekonomi keluarga
Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,
Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong
tingginya temperamental.
2.2.6 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dampak kekerasan yang di alami dapat menimbulkan kejiwaan seperti kecemasan, murung, stress, minder, hilangnya kepercayaan, dan menyalahkan diri sendiri.Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja tetapi menimpah anak-anak juga.
Kehadiaran anak dirumah tidak membuat laki-laki tidak menganiaya istri, menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak sehingga terganggunya mental pada anak.Beban mental anak-anak yang mempunyai kelauarga tidak harmonis sering membawa mereka kepada hal-hal yang negatif seperti narkoba, sikap buruk yang keluar dari diri anak tersebut yang menginginkan adanya perhatian terhadap dirinya ataupun adanya rasa takut dan minder dengan teman-temanya yang memiliki keluarga yang harmonis. Adapun ciri-ciri anak yang sering mengalami atau menyaksikan KDRT adalah :
sering gugup
cemas
gelisah
suka menyendiri
gagap
kejam pada binatang
suka memukul teman, dan
ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam[footnoteRef:17] [17:  Ciciek farha, op.cit., h.35-37] 

2.2.7. Hak-Hak Korban KDRT
Hak korban kdrt secara umum sebagai berikut;[footnoteRef:18] [18:  Moerti Hadiati Soeroso, Op.Cit.,hlm.115] 

Korban berhak mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen)
Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum
Korban berhak mendapat kembali hak miliknya
Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan sesuai kemampuan pelaku
Korban berhak mendapat hak rehabilitas
Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli waris bila meninggal dunia karena tindakan tersebut
Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukanya
Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa saksi dan korban berhak;[footnoteRef:19] [19:  Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban] 

Mendapat nasihat hukum
Dirahasiakan indentitasnya
Mendapat kediaman sementara
Mendapat identitas baru
Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
Mendapat pendampingan
Mendapat informasi dalam hal terpidana di bebaskan
Memberikan keterangan tanpa tertekan
Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
Bebas dari pernyataan yang menjerat
Mendapat penerjemahan
Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan
Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

2.3 Tindak Pidana
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana
Di kalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu strafbaarfeityang diartikan dalam berbagai kata bahasa indonesia dalam bahasa latin disebut delictium atau delicta. Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian yang sering di temui dalam hukum pidana sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana.
Tindak pidana menurut para ahli :
J.Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatanyang dilarang oleh suatu atauran hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
Achmad Ali pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana 
R. Abdoel Djamali bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatau perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana
Van Hamel tindak pidana berarti kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang yang besifat melawan hukum patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan
Diening mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat dan dilarang oleh Undang-undang 
Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana perbuatanya bersifat melawan hukum terdapat suatu kesalahan dab bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya
Berbicara masalah tindak pidana, maka tidak lepas dari suatu asas-asas legalitas yaitu asas nullum delictum, null poena sine praevia lege poenali yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana,
maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang
menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian
rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu
aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa. Sebelum dapat dituntut
untuk dipidana karena perbuatannya.[footnoteRef:20] [20:  E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Storia
Grafika, 2002), hlm. 211.] 

2.3.2 Korban Tindak Pidana
Korban tindak pidana adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat dari perbuatan pelaku dalam hukum atau undang-undang jelas dilarang perbuatan tersebut. Penderitaan atau kerugian yang dialami berupa kekerasan, ancaman kekerasan, kerusakan mental dan penderitaan lainnya.
Menurut Kamus Crime Dictionary yang dikutip oleh Abdusalam dan dikutip lagi oleh Bambang Waluyo, bahwa Cictim adalah :[footnoteRef:21]Orang yang menderita jasmanih dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita [21:  Bambang Waluyo, 2011, Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Jakarta, hlm.9] 

Dalam undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian korban diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :[footnoteRef:22]korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga [22: Pasal 1 angak 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga] 

2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana
Tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat di jabarakan dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur Subjektif :
orang yang mampu bertanggungjawab
adanya kesalahan (dollus atau culpa)
perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan
Unsur Objektif :
perbuatan orang
akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
sifat melawan hukum
Sifat melawan Hukum ada dua (2) macam yaitu :
Sifat melawan hukum formil, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum merupakan perbuatan memenuhi rumusan undang-undang
Sifat melawan hukum materil, yaitu belum tentu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum. Hukum bukan hanya saja undang-undang yang tertulis tetapi meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah kaidah yang berlaku di masyarakat.
Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil).[footnoteRef:23] [23:   Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.79] 

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:
perbuatan manusia positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
melawan hukum (onrechtmatig)
dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab
Menurut Prof Moelyantno di dalam tulisan Teguh Prasetyo perbuatan pidana terdiri dari.
Unsur melawan hukum yang subyektif
Unsur melawan hukum yang obyektif
Keadaan yang memberatkan pidana
Kelakuan dan perbuatan
Hal ikhwal atau menyertai perbuatan
Menurut R. Tresna unsur tindak pidana adalah:
Bertentangan dengan peraturan peran
Diadakan tindak penghukuman
Perbuatan rangkaian manusia
Menurut Jonkers unsur tindak pidana:
Kesalahan dilakukan oleh orang yang dapat
Dipertanggungjawabkan
Perbuatan yang
Melawan hukum
2.3.4 Jenis-jenis Tindak Pidana
Dalam  hukum pidana dibagi menjadi dua jenis tindak pidana yaitu, kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Pelanggaran diatur pada Buku III. Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dibedakan menurut pembagian delik yaitu :
delik kejahatan (Misdrijiven) dan delik pelanggaran (Overtredingen) delik kejahatan ini sering di sebut mala per se atau delik hukum, sedangkan delik pelanggaran sering disebut sebagai mala quia prohibia atau delik Undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam Undang-undang.
Delik Formil (formel delict) dan Delik Materil (materil delict)
Delik formil merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan.Sedangkan delik materil adalah suatu akibat yang dilarang undang-undang adalah perbuatanya.
Delik Kesengajaan (dolus) dan Delik Kealpaan (culpa)
Delik dolus suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan.Delik culpa adalah delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.
Delik Aduan (klacht delicten) dan Delik Umum (gewone delicten)
Delik aduan delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan adanya pengadua dari orang yang dirugikan, sedangkan delik umum adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan
2.3.5 Pidana Dan Pemidanaan
1. Teori Pemidanaan di kemukakan ada tiga kelompok teori pemidanaan yaitu:
a.   Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorie). Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana
b. Teori relatif atau tujuan (utilitarian/doeltheorie). Pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bemanfaat.Pidana dijatuhkan bukan karena orang mebuat kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.
c.   Teori gabungan (verenigings theorie). Menurut teori gabungan tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga di akui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik individu maupun masyarakat.
Pidana diberikan untuk mencegah timbulnya kejahatan sehingga sehigga tampak sifat pidan yaitu untuk:
a.    Memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi kejahatan
b.    Menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, adanay ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan takut untuk melakukan kejahatan
c.    Membinasakan apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi.
2.3.6. Jenis-Jenis Pidana Pokok
Pidana mati adalah pidana terberat karena pidana ini adalah pidana yang pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan.
Pidana penjara, dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana penjaran yaitu membatasi kebebasan bagi pelaku kejahatan agar tidak leluasa mengulagi perbuatanya.
Pidana kurungan dalam beberapa hal yang sama dengan pidana penjara yaitu :
a. Berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
c. Orang di pidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara
d. Tempat yang sama menjalani kurungan tetapi sedikit berbeda yaitu harus dipisah (pasal 28 KUH)
Pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran Buku III.
Pidana tutupan ini di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yang dimaksud sebagimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.




2.4. Kerangka Pikir	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga




Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Nomor Putusan: No.60/PID.Sus/2020/PN-Tmt)





Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara pidana (Putusan Nomor : No.60/PID.Sus/2020/PN-Tmt)
Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan Sosiologis

Penerapan Hukum dalam memutus perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Nomor : No.60/PID.Sus/2020/PN-Tmt)
Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Jo Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004









[bookmark: _Toc57275334]Tercapainya Kepastian Hukum 
Dalam Kasus KDRT
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2.5. Definisi Operasional
Pertimbangan Hakim merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim menggali, mengikuti dan berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum.
Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum yang dapat di ancam dengan pidana. 
Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan dan bisa terdiri dari satu keluarga atau kelompok orang.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri yang dapat menyebabkan gangguan mental dan fisik 
Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh undang-undang.
Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan atau alasan menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
27
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 
Berdasarkan masalah di ajukan dalam penelitian, jenis penelitian yang di ajukan oleh peneliti menggunakan penelitian normatif. Pokok kajianya adalah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 
Metode penelitian hukum normatif juga bisa di sebut dengan penelitian hukum dokteriner atau juga di sebut dengan penelitian perpustakaan, penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena hukum normatif ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
3.2 Objek Penelitian
Adapun Yang menjadi objek penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Nomor: 60/PID.Sus/2020/PN.Tmt) 
3.3 Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh dari Pengadilan Negeri Tilamuta. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku literatur, artikel-artikel hukum.


3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian inimerupakan hasilobservasi secara langsung di Pengadilan Negeri Tilamuta objek yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam  perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga putusan Nomor: No.60/PID.Sus/2020/PN-Tmt tentang kekerasan dalam rumah tangga.
3.5 Teknik Analisis Data
Data yang di peroleh penelitian di analisi secara kualitatif kemudia di sajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini dan di pelajari adalah objek penelitian yang utuh dan nyata.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1.1 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt)
1)  Identitas Terdakwa
Nama Lengkap	: FATRIS MUKSIN ALIAS LOLI
Tempat Lahir	: Paguyaman
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun/ 28 Desember 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Batu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
2) Posisi Kasus
Bahwa terdakwa FATRIS MUKSIN ALIAS LOLI pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 20:00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2020 bertempat di Desa Batu Kramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
Perbuatan tersebut dilakukan pada saat terdakwa FATRIS MUKSIN ALIAS LOLI datang ke rumah orang tua saksi Sintia Nasibu alias Tia (Korban) dengan maksud untuk menemui anak terdakwa yang ada pada saksi Sintia Nasibu lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sintia Nasibu akan membawa anaknya kepada orang tua terdakwa, namun saksi korban tidak mengijinkan dikarenakan sudah malam namun terdakwa malah bersikeras dengan suara yang agak tinggi dan emosi sehingga terdakwa dan saksi korban saling adu mulut dan saksi korban mengambil sebuah kayu (tumbu-tumbu rica) lalu dipukulkan kepada terdakwa namun terdakwa dapat menangkis dan merebut dari Saksi Sintia Nasibu kemudian terdakwa balik pukulkan kepada saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban yang mengakibatkan saksi korban pusing lalu terdakwa kembali mendorong saksi korban hingga jatuh di tanah. kemudian datang saksi  Herson Nasibu menegur terdakwa sehingga terdakwa meninnggalkan tempat kejadian.
3) Dakwaan Penuntut Umum
		Dalam persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa FATRIS MUKSIN ALIAS LOLI, berdasarkan surat sebagai berikut :
		Bahwa Terdakwa Fatris Muksin alias Loli pada hari Senin tanggal 23Maret 2020 sekitar Jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktudalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Batu Kramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, di mana
Terdakwa Fatris Muksin alias Loli datang kerumah orang tua Saksi Sintia
Nasibu alias Tia (korban) dengan maksud untuk menemui anak Terdakwa
yang ada pada Saksi Sintia Nasibu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi
Sintia Nasibu akan membawa anaknya kepada orang tua Terdakwa namun Saksi korban tidak mengijingkan di karenakan sudah malam namun
Terdakwa malah bersikeras dengan suara yang agak tinggi dan emosi
sehingga Terdakwa dan Saksi korban saling adu mulut dan Saksi korban
mengambil sebuah kayu (tumbu -tumbu rica) lalu di pukulkan kepada
Terdakwa namun Terdakwa dapat tangkis dan merebut dari Saksi SINTIA
NASIBU kemudian Terdakwa balik pukulkan kepada Saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang Saksi korban lalu Terdakwa kenbali mendorong Saksi korban hingga jatuh di tanah kemudian datang Saksi Herson Nasibu menegur Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
4) Tuntutan Penuntut Umum
		Tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa Fatris Muksin Alias Loli bersalah melakukan tindakpidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23Tahun 2004 Jo. Pasal 5 Huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaiamana dalam surat dakwaan PDM-27/BLM/09/2020.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fatris Muksin Alias Loli berupa Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.
Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah kayu berwarna kehitaman dengan panjang 74 Cm dirampas untuk di musnahkan. 
Menetapkan agar Terdakwa Fatris Muksin Alias Loli membayar biaya
perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
5).Fakta Hukum
		Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat yang terlampir di dakam berkas perkara, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, malam hari sekitar jam20.00 WITA, di rumah orang tua Saksi Sintia Nasibu, di Desa Batu Kramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah memukul bagian belakang kepala Saksi Sintia Nasibu dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu berwarna kehitaman dengan panjang 74 cm (kayu tumbu rica).
Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa datang ke rumah hendak
menemui anaknya, dan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi akan
membawa anaknya kepada orang tuanya, namun Saksi tidak mengizinkan sebab sudah malam, namun Terdakwa bersikeras sehingga terjadi adumulut, kemudian Saksi Sintia Nasibu memegang kayu (tumbu-tumbu rica) setelah itu Saksi Sintia Nasibu mengarahkan kayu tersebut pada Terdakwa beberapa kali lalu Terdakwa menangkis kayu tersebut kemudian menggenggam kayu tersebut lalu dipukulkan ke arah Saksi Sintia Nasibu sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Sintia Nasibu dan juga mendorong tubuh Saksi Sintia Nasibu sehingga Saksi Sintia Nasibu terjatuh di tanah. 
Bahwa karena mendengar keributan, Saksi Herson Nasibu dan Saksi
Samsul Ambo langsung mendatangi Saksi Sintia Nasibu namun Terdakwa langsung pergi.
Bahwa Saksi Herson Nasibu dan Saksi Samsul Ambo sempat melihat ketika Terdakwa memukulkan kayu (tumbu-tumbu rica) ke kepala bagian belakang Saksi Sintia Nasibu.
Bahwa akibat kejadian tersebut, kepala bagian belakang Saksi Sintia
Nasibu mengalami bengkak sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 853/PKM-PAG/1050/V/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang dibuat danditandatangani oleh dr. Mersry Chrisniaty Pansariang, dengan hasil pemeriksaan fisik bahwa pada belakang kepala ditemukan bengkak dengan ukuran empat kali empat sentimeter dan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga tahun ini ditemukan bengkak di bagian belakang kepala akibat benda tumpul.
Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sintia Nasibu terikat hubungan
perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
Bahwa saat kejadian, Saksi Sintia Nasibu dalam kondisi hamil.
Bahwa dalam rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Sintia Nasibu
sering terjadi pertengkaran dan adu mulut.
Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.
6).Analisis Penulis	
		Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah di uraikan di atas, bahwa terdakwa FATRIS MUKSIN ALIAS LOLI di dakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.Dalam perkara ini dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat dari suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, baik mengenai identitas maupun uraian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu, tanggal serta tempat perbuatan itu dilakukan, sehingga demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut telah memenuhi persyaratan.
		Berdasarkan analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa pertanggung jawaban pada perkara ini yakni di terapkan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi.
		pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sehingga mengenai penerapan Pasal tersebut maka unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :
Setiap orang
Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
	Dari unsur-unsur di atas maka penulis dapat menguraikan sebagai berikut
Unsur setiap orang
			Unsur setiap orang adalah bahwa setiap orang yang dapat sebagai subyek hukum yang tentunya mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.dalam perkara di atas adalah terdakwa FATRIS MUKSIN Alias LOLI yakni orang yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum.		
			Oleh karena itu penulis berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur melakukan perbuatas kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud
dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik.
Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasanfisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk lingkup rumah
tangga dalam Undang-undang ini meliputi: suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut 
Bahwa berdasarkan fakta hukum di temui dalam persidangan padahari Senin, tanggal 23 Maret 2020, malam hari sekitar jam 20.00 WITA,di rumah orang tua Saksi Sintia Nasibu di Desa Batu Kramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah memukul bagian belakang kepala Saksi Sintia Nasibu dengan menggunakan 1(satu) buah kayu berwarna kehitaman dengan panjang 74 cm (kayutumbu rica).
Hal tersebut juga di perjelas dengan adanya bukti Visum Et Revertum nomor: 853/PKM-PAG/1050/V/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangai olehdr. Mersry Chrisniaty Pansariang dokter pemeriksa pada Puskesmas Paguyaman. Dengan hasil pemeriksaan Fisik:
Pada belakang kepala ditemukan bengkak dengan ukuran empat kaliempat sentimeter titik. 
Kesimpulan:
Pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga tahun ini ditemukan bengkak di bagian belakang kepala akibat benda tumpul.
4.1.2.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt.)
	Saat menjatuhkan vonis terhadap suatu perkara dalam persidangan Hakim memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penentu akhir. Maka dari itu hakim harus memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam menjatuhkan putusan, yakni aspek-aspek yang ada selama persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap suatu perkara dalam pengadilan menjadi tanggungjawabnya di hadapan korban, terdakwa, masyarakat dan kepada tuhannya. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas pertimbangan secara yuridis dan sosiologis hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt. 
Pertimbangan Yuridis
	Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan undang-undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan[footnoteRef:24]. [24: Rusli Muhammad. 2002. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Jakarta : PT. Citra Bakti. Hal 212] 

	Dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memiliki keyakinan bahwa suatu delik merupakan perbuatan yang benar-benar terjadi dan memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP).
	Pada putusan pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt, bahwa terdakwa telah di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pertimbangannya hakim terlebih dahulu membuktikan unsur yang ada  pada Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :
Unsur setiap orang
Unsur melakukan perbuatas kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :
Ad.1 Unsur Setiap Orang
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya
Menimbang, bahwa dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, danuntuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalamsurat dakwaan.
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan
seksama di persidangan dengan cara memeriksa identitas Terdakwa
dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara
substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subyek hukum yang bernama Fatris Muksin alias Loli, sebagaimana identitas Terdakwa sesuai pula dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas namayang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan
terhadap orang.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dalam perkara ini maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya.
Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud
dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa
setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara
kekerasan fisik.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasanfisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk lingkup rumah
tangga dalam Undang-undang ini meliputi: suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapdalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada
hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, malam hari sekitar jam 20.00 WITA,di rumah orang tua Saksi Sintia Nasibu di Desa Batu Kramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah memukul bagian belakang kepala Saksi Sintia Nasibu dengan menggunakan 1(satu) buah kayu berwarna kehitaman dengan panjang 74 cm (kayu tumbu rica).
			Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa dating ke rumah orang tua Saksi Sintia Nasibu hendak menemui anaknya, dan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi akan membawa anaknyakepada orang tuanya, namun Saksi tidak mengizinkan sebab sudah malam, namun Terdakwa bersikeras sehingga terjadi adu mulut, kemudian Saksi Sintia Nasibu memegang kayu (tumbu-tumbu rica) setelah itu Saksi Sintia Nasibu mengarahkan kayu tersebut pada Terdakwa beberapa kali lalu Terdakwa menangkis kayu tersebut kemudian menggenggam kayu tersebut lalu dipukulkan ke arah Saksi Sintia Nasibu sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Sintia Nasibu dan juga mendorong tubuh Saksi Sintia Nasibu sehingga Saksi Sintia Nasibu terjatuh di tanah, lalu Saksi Herson Nasibu dan Saksi Samsul Ambo langsung mendatangi Saksi Sintia Nasibu namun Terdakwa langsung pergi. 
			Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi menurut hukum.
			Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum dan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan sadar dan di kehendakinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.
			Dari uraian diatas sehingganya bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur dalam delik kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaima di atur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pertimbangan Sosiologi
	Pertimbangan sosiologis yang di maksudkan adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya hakim harus mempertimbangkan status atau latar belakang dari terdakwa.selain itu putusan hakim juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
	Dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt pertimbangan hakim secara sosiologis dapat dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa. Adapun pertimbangan tersebut yaitu :
Hal-hal yang memberatkan :
Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap isteri yang sedang hamil.
Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
Terdakwa belum pernah di hukum
Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusa terhadap terdakwa hakim telah lebih dulu melakukan pertimbangan secara sosiologis terhadap diri terdakwa untuk kemudian hal tersebut di muat dalam hal-hal yang memberatkan maupun hal meringankan.
7). Amar Putusan
		Dalam perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt Majelis Hakim memutuskan :
M E N G A D I L I
Menyatakan Terdakwa Fatris Muksin alias Loli terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kayu berwarna kehitaman dengan panjang 74 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

8). Analisis Penulis
Yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya terdakwa, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Berbagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim pengadilan negeri tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor putusan 60/Pid.Sus/2020/PN TMT, berdasarkan hasil penelitian penulis  terhadap perkara dalam tulisan ini, maka penulis berpendapat bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim sudah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, dan tidak ada keberatan dari terdakwa mengenai dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti telah melanggar hukum.
Dalam perkara ini hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa FATRIS MUKSIN Alias LOLI di pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
	Pada putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN TMT. Proses menjatuhkan vonis yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena hukuman yang diberikan terhadap terdakwa hanya 6 (enam) bulan sedangkan yang tertera dalamPasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihukum selama 5 tahun, seharusnya terdakwa di jatuhi hukuman terberat atau setidaknya sesuai dengan hukuman yang tercantum dalam pasal yang di dakwakan kepadanya mengingat korban dalam keadaan hamil yang mana kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dapat menyebabkan hal-hal yang tidak di inginkan terjadi seperti keguguran. Hal tersebut juga dapat menimbulkan trauma terhadap Korban  yang pada saat itu menerima kekerasan  fisik dan kekerasan verbal dari terdakwa dimana seharusnya terdakwalah yang menjadi pelindung dan garda terdepan ketika isteri dan anaknya menerima perlakuan yang tidak mengenakan. justru dalam perkara ini terdakwalah yang menjadi alasan isteri dan anaknya menerima perlakuan yang tidak baik bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Dampak negatif terhadap Anak yang pada saat itu mungkin saja melihat atau mendengar pertengkaaran yang terjadi antara ayah dan ibunya sangat buruk bagi mentalnya, biasanya anak yang sering menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam lingkungannya akan cenderung memiliki sifat yang kasar bahkan hal yang ia saksikan tersebut dapat ia contoh dan akan di lakukannya di kemudian hari.
		Sehingga menurut penulis sanksi pidana yang di jatuhkan belum sebanding dengan dampak negatif yang di peroleh dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap isteri dan anaknya. dan bisa saja hukuman tersebut tidak memmberikan efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa bisa mengulangi perbuatan tersebut ketika keluar dari penjara atau telah selesai masa tahanannya. 
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian penelitian diatas maka penulis berkesimpulan :
Penerapan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada terdakwa sangatlah tepat, hal ini dapat di buktikan dengan terpenuhinya seluruh unsur yang menjadi syarat dalam penerapan pasal tersebut. majelis hakimpun menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum. Akan tetapi hukuman atau lamanya pemidanaan terhadap terdakwa belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal yang di maksudkan.
Sebelum memutuskan dan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor :60/Pid.Sus/2020/PN.Tmt, terlebih dahulu telah dilakukan pertimbangan secara yuridis dan sosiologi. Pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah mengenai pembuktian unsur-unsur pasal sedangkan secara sosiologis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sosial dari terdakwa yang kemudian menjadi hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.


Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut:
Dalam menyusun suatu dakwaan jaksa penuntut umum seharusnya teliti, dimana hal tersebut bertujuan untuk memudahkan hakim melakukan pemeriksaan dalam pengadilan.
Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan dampak buruk yang dialami korban agar dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa sehingga nantinya terdakwa tidak akan berani mengulangi perbuatan tersebut.
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